
GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBER.ITUR LAMPUNG
NoMoR 3 c/ b{g lvr.o2tlJ'Kl2o22

TENTANG

PEIVETAPAN STATUS PEN(X}TI{AAIC BARAITG MILIK PEMERII{TAH PROVIISI
LAMPUNG KEPADA DIITAS PERHT'BT'NGAN PROVITSI LAIUPUNG UNTUK

DIOPERASII(AN OLEH RADIO ANTAR PENDT'DUN II{DOI{ESIA

GUBERNT'R LAMPUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1)
dan Pasal 44 ayat (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan
Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Dinas
Perhubungan Provinsi I-a.mpung untuk dioperasikan oleh
Radio Antar Penduduk Indonesia dengan Keputusan
Gubemur la-mpung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan Disposisi Gubernur lampung Atas Nota Dinas Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor:
O28 / 136 /VI.O2 / 2022 perihal Telaahan Permohonan Hibah
Tanah/ t ahan milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada
Radio Antar Pernduduk Indonesia (RAPI), tanggal
27 Januai2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAIT GT'BERIVT'R TEITTAITG PEITETAPAN STATUS
PEITC}GT'I|AAIT BARAITG MILIK PEMERII{TAH PROVINSI
LAMPUI{G KEPADA DINAS PERHT'BUNGAIY PROVINSI
LAMPT'NG UNTI'K DIOPERASII(AX OLEH RADIO ANTAR
PENDUDT'K INDONES;IA.

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

\.., KELIMA

KEENAM

-2-

Menetapkal Status Penggunaan Barurng Milik Pemerintah
Provinsi Lampung kepada Dinas Perhubungan Provinsi
La.mpung untuk dioperasikan oleh Radio Antar Penduduk
Indonesia (RAPD, dengan daftar barang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan I.ampiran II Keputusan
ini.

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi l.ampung sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan
pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kedua dapat melakukan pemanfaatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang wajib
melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi
penggunaan barang milik daerah.

Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah
dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 1.4' 2022

GT'BER"ITUR LA}IPUIIG,

ARINAI, DJUNNDI

Tertrbusan:
1. Ketua DPRD Provinsi La.apung di Telukbetung;
2. lnspeknrr Provinsi Lampurrg di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Proeinsi I -rnpung hovinsi l,ampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umuo Setda Provinsi l,ampuag di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi I^aopung di Telukbetung
6. Kedua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di Banda, l,ampung;
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